




A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk 
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 55 
Peneliti dalam penelitian ini berfokus kepada interpretasi hukum 
terkait analisis batasan kata “kekejaman” sebagai alasan perceraian. Hal 
ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai tentang kekejaman seperti apa 
yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait 
dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum 
tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam 
penelitian ini. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian terkait batasan kata “kekejaman” sebagai alasan 
perceraian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut: 
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statutal Approach) 
                                                          
55 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 35. 
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Yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah 
dengan menelaah peraturan perundang-undangan56 yang berkaitan 
dengan isu hukum yang peneliti teliti. 
b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah dengan 
memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang 
digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. 57 Dalam hal 
ini adalah memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 
hakim untuk sampai pada Putusan Perkara Pengadilan Agama 
Sukabumi Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Smi, Putusan Perkara 
Mahkamah Syari’ah Langsa Nomor 316/Pdt.G/2013/MS-Lgs, Putusan 
Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 
2863/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, Putusan Perkara Pengadilan Agama 
Mempawah Nomor 00723/Pdt.G/2015/PA.Mpw, Putusan Perkara 
Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mpw, 
Putusan Perkara Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 
204/Pdt.G/2012/PA.Plk, Putusan Perkara Pengadilan Agama Jayapura 
Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Jpr Putusan Perkara Pengadilan Agama 
Tanah Grogot Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Tgt, Putusan Perkara 
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 
4258/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, Putusan Pengadilan Agama 
Sungguminasa Nomor 684/Pdt.G/2012/PA.Sgm dan Putusan 
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Kray. 
                                                          
56 Ibid., hal 96. 




C. Jenis Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
diantaranya adalah: 
1. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan : 
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019), Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Pasal 39; 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419), Pasal 1, 
Pasal 5 sampai Pasal 9; 
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 354; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1975 Nomor 3050), Pasal 19; 
e. Putusan Perkara Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 
0013/Pdt.G/2014/PA.Smi; 




g. Putusan Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 
2863/Pdt.G/2014/PA.Tgrs; 
h. Putusan Perkara Pengadilan Agama Mempawah Nomor 
00723/Pdt.G/2015/PA.Mpw; 
i. Putusan Perkara Pengadilan Agama Mempawah Nomor 
0182/Pdt.G/2015/PA.Mpw; 
j. Putusan Perkara Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 
204/Pdt.G/2012/PA.Plk; 
k. Putusan Perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 
0060/Pdt.G/2014/PA.Jpr; 
l. Putusan Perkara Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 
0178/Pdt.G/2017/PA.Tgt; 
m. Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 
4258/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg; 
n. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 
684/Pdt.G/2012/PA.Sgm; 
o. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 
18/Pdt.G/2013/PN.Kray. 
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan 
dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, 
skripsi, pembahasan jurnal, dan segala bentuk karya tulis ilmiah. 
3. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus yang terdiri dari Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  kamus hukum, dan berbagai 




D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Penelusuran bahan hukum primer, sekunder serta tersier dalam 
penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi 
serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk 
peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya 
masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara 
untuk bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan diambil teori 
maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut di 
atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis. 
Selain itu, penelusuran bahan hukum ini didapatkan atau 
diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, 
Perpustakaan Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 
Perpustakaan Kota Malang, dan studi pustaka dari koleksi pribadi 
peneliti. 
 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, dengan 
teknik analisis bahan hukumnya ialah dengan metode deskriptif 
analitis yang dilakukan dengan menginterpretasi kata kekejaman 
untuk mengetahui arti dan batasan kata kekejaman ini. Interpretasi 
yang digunakan ada 2 jenis, yakni interpretasi gramatikal, untuk 
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mengetahui seluk-beluk kata kekejaman, kemudian interpretasi 
sistematis, untuk membenturkan atau menyelaraskan kata kekejaman 
kepada sistem hukum (perundang-undangan) yang terkait. Selanjutnya 
bahan-bahan yang diperoleh dianalisis untuk merumuskan batasan 
kata kekejaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
 
  
